Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPITO

2. Jabatan : KEPALA BALAI

3. NHK . 782202
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah Seluas 2.941 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp.
1.764.000.000

Tanah Seluas 1.805 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL
SENDIRI Rp. 600.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA
TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000.000

Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

Tanah Seluas 25.000 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI
Rp. 650.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/240 m2 di KAB / KOTA
MAGETAN, Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

MOBIL, MITSUBHISI KELUARGA Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000

Rp. 6.614.000.000

Rp. 182.000.000
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3. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

18.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 626.341.935
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 7.442.841.935
[ll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.442.841.935
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 November 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FREDERIK PRABOWO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 1027223
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/80 m2 di KAB / KOTA
PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA F601 1,3 CC Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.213.496
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 408.213.496
. HUTANG Rp. 73.700.022
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 334.513.474
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGA

RA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUNARYAT

2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

3. NHK : 190480
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 3.402 m2/54 m2 di KAB / KOTA
GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 353.000.000

Tanah Seluas 117 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL
SENDIRI Rp. 17.920.000

Tanah Seluas 2.359 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 101.100.000

Tanah Seluas 473 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
20.275.000

Tanah Seluas 1.344 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 6.750.000

Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
76.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 38.000.000

MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000

Rp. 875.845.000

Rp. 297.700.000
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3. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000

4. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 255.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ok

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 166.663.603

F. HARTA LAINNYA Rp. =i

Sub Total Rp. 1.349.508.603

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.349.508.603
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : EKO PRIYANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 155254

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL
SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah Seluas 146 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL
SENDIRI Rp. 65.700.000
3. Tanah Seluas 146 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL
SENDIRI Rp. 65.700.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU LUXIO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

401.400.000

130.000.000

14.500.000

1.701.451
547.601.451
56.015.475
491.585.976

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : YOHANA FLORENSIA CORNE
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK 1 412244
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.634 m2/158 m2 di KAB / KOTA
PESAWARAN, Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 6.162 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.600.000
1. MOTOR, YAMAHA 2P2 JUPITER Z Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.600.000

2. MOBIL, TOYOTA INOVA G Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.

83.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 48.759.870
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 626.359.870
. HUTANG Rp. 20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 606.359.870
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
I. DATA PRIBADI

1. Nama © RIFA NITA

2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN

3. NHK : 189892
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, YAMAHA VEGA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6H-Al A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

770.000.000

133.000.000

119.500.000

26.651.035
1.049.151.035
82.491.225
966.659.810

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



